
PERAN DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN 

KOTA BEKASI DALAM IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG KETERBUKAAN 

INFORMASI PUBLIK 

 
Oleh: 

SITI SARAH DWI NAHLA 

NIM. 1502144284 

  
ABSTRAK 

  
Perkembangan teknologi dan komunikasi melahirkan arus informasi yang cepat, praktis, dan 

terbuka. Untuk mewujudkan Negara menjadi sistem good governance, maka diperlukan 

keterbukaan informasi publik untuk mengoptimalkan pengawasan publik. Indonesia memiliki 

Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yang mewajibkan setiap badan publik untuk 

menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik tersebut. Tidak terkecuali 

Pemerintah Kota Bekasi. Pemerintah Kota Bekasi menjalani Undang-Undang Keterbukaan 

Informasi Publik melalui Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Bekasi. 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran dan alasan Dinas Komunikasi Informatika 

Statistik dan Persandian Kota Bekasi dalam implementasi Undang-Undang Keterbukaan 

Informasi Publik. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus 

dengan teknik pengumpulan data meliputi dokumen, pengamatan, dan wawancara. Dalam 

penelitian ini digunakan konsep peran public relations dan standar pelaksanaan keterbukaan 

informasi publik bagi badan publik. Hasil dari penelitian ini adalah Dinas Komunikasi 

Informatika Statistik dan Persandian Kota Bekasi sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan 

Dokumentasi Utama dan pusat untuk menjalankan keterbukaan informasi publik di Pemerintah 

Kota Bekasi. Selain itu, Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Bekasi telah 

menjalani keterbukaan informasi publik dengan baik. Seperti adanya Peraturan Wali Kota Bekasi 

Nomor 27 Tahun 2017, berkas informasi sesuai ketentuan Undang-Undang Keterbukaan 

Informasi Publik, pemanfaatan website ppid.bekasikota.go.id, dan para petugas informasi yang 

memadai. Walaupun demikian Dinas tersebut belum maksimal, karena belum adanya rencana 

strategi, strategi komunikasi, dan pelatihan khusus untuk menjalankan keterbukaan informasi 

publik. 
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